
 

 

 

LURAH WIROKERTEN 

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL 

 

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN 

NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENTANG 

KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA 

DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA  

MILIK KALURAHAN BERSAMA  

 

LURAH WIROKERTEN 

 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Kalurahan 

Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan 

Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan 

Usaha Milik Kalurahan Bersama, maka perlu menetapkan 

Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pembentukan Tim 

penyusun peraturan kalurahan; 

b. bahwa berdasar point a butuh dibuat Surat Keputusan Lurah 

Wirokerten tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam 

Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat 

Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri 

Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.  

Mengingat : 

  

  

  

  

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 



2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5539); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembar-an Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623);  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerin-tahan 

Desa (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1444);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18  

Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakat-an Desa dan 

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  

2018 Nomor 569);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2018 Nomor 611);  

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter-tinggal 

dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 

tentang  Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun  2019 Nomor 1203);  

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter-tinggal dan  

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 

Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik  

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);  



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan  Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,  

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan,  dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa 

Badan Usaha Milik  Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama 

(Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);  

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86);   

14. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-

2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4); 

15. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran 

Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11).  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PEMBENTUKAN 

TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN TENTANG 

KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA 

PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT 

EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-

MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK 

KALURAHAN BERSAMA. 

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Kalurahan 

tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka 

Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi 

Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai 

tugas: 

1. Menyusun Peraturan Kalurahan tentang tentang Kerjasama 

Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana 



Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik 

Kalurahan Bersama. 

2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab Kepada 

Lurah. 

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan Tahun 2022. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di : Wirokerten 

pada tanggal  : 10 Maret 2022 

 

LURAH WIROKERTEN 

TTD 

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM 

 

 

  

Salinan Keputusan Lurah  ini disampaikan kepada Yth. :  

1.  Bupati Bantul; 

2.  Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul; 

3.  Panewu Banguntapan 

4.  Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten 

5.  Yang bersangkutan; 

6.  Arsip 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN 

 



Nomor    : 33 Tahun 2022   

Tanggal  : 10 Maret 2022  

 

TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA ANTAR 

KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR 

MASYARAKAT EKS PNPM-MANDIRI PEDESAAN MENJADI BUMKALMA 

 

NO NAMA JABATAN DINAS JABATAN DALAM TIM 

1 RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM LURAH PENANGGUNG JAWAB 

2 RINI WIDIASTUTI CARIK KETUA 

3 WAHYU AGUNG P PANGRIPTO SEKRETARIS 

4 KOMARUDIN DANARTA ANGGOTA 

5 WIDAYANTO ULU-ULU ANGGOTA 

 

 

 LURAH WIROKERTEN 

 

TTD 

 

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


